BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat
ditarik kesimpulan bahwa penegakan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor
6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2011-2030 belum dapat dilaksanakan secara maksmial.
Kesadaran masyarakat terhadap adanya aturan masih kurang, adanya faktor
kemanusiaan yang menjadi dasar menghambat dalam penegakan peraturan
daerah karena dapat menghilangkan mata pencaharian masyarakat sekitar
sebagai para pedagang di wilayah Pantai Sepanjang yang akan berdampak
pada kesulitan ekonomi. Tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
dimiliki dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait juga

mempengaruhi lambatnya penegakan peraturan daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan

kesimpulan sebagai berikut :

a. Tetap melaksanakan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2011-2030 secara tegas

b. Menyediakan sumber daya manusia berupa Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS) serta melakukan koordinasi dengan Organisasi
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Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam penggunaan
sempadan pantai

c.  Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai penggunaan
tanah sempadan pantai

d.  Menyediakan lokasi relokasi yang digunakan untuk memindahkan
para pedagang agar tetap dapat mencari nafkah di wilayah Pantai

Sepanjang dengan nyaman, aman, dan tertib.
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